
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MAROS 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MAROS 

NOMOR : 226/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/XI/2020 

TENTANG 

PENETAPAN PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN 

SUARA (PPS) KELURAHAN ALLIRITENGAE KECAMATAN TURIKALE  

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS, 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor : 88-

PKE-DKPP/IX/2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Maros menindaklanjuti dengan memberhentikan secara 

tetap Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) 

Kelurahan Alliritengae Kecamatan Turikale; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang 

Penetapan Pemberhentian Tetap Anggota PPS Anggota 

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Alliritengae 

Kecamatan Turikale. 

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 
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Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

 Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

 Indonesia Nomor 6109); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 615); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 

5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 

Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Perubaha Atas Peraturan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode 

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/maros/



 

 

Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 291); 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang 

Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode 

Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas 

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara; 

Memerhatikan: 1.  Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

Republik Indonesia Nomor : 88-PKE-DKPP/IX/2020; 

     2.  Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros 

Nomor : 146/HK.06.4-BA/7309/KPU-Kab/XI/2020 

Tanggal 5 November 2020 tentang Tindak Lanjut 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

Republik Indonesia Nomor : 88-PKE-DKPP/IX/2020; 

 

    MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MAROS TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN TETAP 

ANGGOTA PPS KELURAHAN ALLIRITENGAE KECAMATAN 

TURIKALE  

KESATU : Menetapkan pemberhentian Tetap Saudari Nurul Fadillah             

Al Dafisa sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) 

Kelurahan Alliritengae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros  

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Maros 

Pada tanggal 6 November 2020 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

           KABUPATEN MAROS, 

                        ttd 

                SAMSU RIZAL 
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